
  
 

BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 
NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH 
ANEKA USAHA SEGER 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sesuai 
tujuan bernegara yang tercantum pada Alinea keempat 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan adanya 
pembentukan badan usaha milik daerah; 

b. bahwa sebagai upaya pengembangan usaha, penguatan 
struktur permodalan dan penugasan pemerintah daerah 
kepada badan usaha milik daerah, perlu dilakukan 
penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka 
Usaha Seger; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah, dan pasal 78 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah, penyertaan modal daerah kepada 
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada 
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

SALINAN 



2 
 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6173); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2019  tentang 
Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor  166,  Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik indonesia Nomor 6385); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  52  Tahun  2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  19  Tahun  2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 
tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja 
Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  77  Tahun  2020 
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10  Tahun 
2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 
10/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2019 Nomor 10/D); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

dan 
BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL 
PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH 
ANEKA USAHA SEGER. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 
3. Bupati adalah Bupati Jombang. 
4. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah penyertaan 

modal berupa uang atau barang dalam rangka pendirian 
Badan Usaha Milik Daerah yang ditujukan untuk memenuhi 
modal dasar dan modal disetor dengan ketentuan dapat 
dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam 
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda 
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. 

5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger, adalah 
badan usaha milik daerah yang berbentuk Perusahaan 
Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan 
tidak terbagi atas saham. 

6. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam 
Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada 
Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM 
adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang 
kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan 
memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada 
Direksi atau Dewan Pengawas. 

7. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah 
yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan 
pengurusan perusahaan umum Daerah. 

8. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas 
pengurusan BUMD untuk kepentingan dan  tujuan  BUMD 
serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar 
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 
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BAB II 

PENYERTAAN MODAL 
Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal 
Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Aneka 
Usaha Seger. 

BAB III 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Pasal 3 

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk penambahan 
modal Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger dalam 
rangka meningkatkan produktivitas dan pelayanan pada 
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger. 

 

Pasal 4 

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah: 

a. pengembangan usaha; dan 

b. penguatan struktur permodalan. 

 
BAB IV 

BESARAN PENYERTAAN MODAL 

Pasal 5 
(1) Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Jombang pada 

Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger pada Tahun 
Anggaran 2022 sebesar Rp.4.389.000.000,00 (empat milyar 
tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah). 

(2) Penyertaan Modal dari Pemerintah Kabupaten Jombang pada 
Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Seger pada Tahun 
Anggaran 2023 sebesar Rp. 3.775.000.000,00 (tiga milyar 
tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah). 

 
Pasal 6 

Tata cara penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan 
daerah. 

 
BAB V 

MONITORING DAN EVALUASI 

Pasal 7 

(1) Dalam melakukan evaluasi didahului dengan monitoring 
yang dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan 
tahunan. 

(2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1), 
dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan 
tahunan. 

(3) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh perangkat  daerah 
yang membidangi BUMD sesuai dengan tugas dan 
wewenangnya. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang. 

 
Ditetapkan di Jombang 
Pada tanggal 28 Juli 2022 
BUPATI JOMBANG 

 
ttd 

 

MUNDJIDAH WAHAB 
Diundangkan di Jombang 
Pada tanggal 28 Juli 2022 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG, 

 
ttd 

 

AGUS PURNOMO 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 NOMOR 2/E 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 70-2/2022 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH 

NOMOR 2 TAHUN 2022 

TENTANG 
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA SEGER 

 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian daerah, perlu adanya upaya-upaya dan usaha-usaha untuk 
meningkatkan pendapatan asli Daerah yang salah satunya dapat dilakukan 
dengan penyertaan modal daerah. Penyertaan modal Daerah  dilakukan 
dalam rangka penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Umum 
Daerah Aneka Usaha Seger. 

 
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

Pasal 8 

Cukup jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022 
NOMOR 2/E 
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